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MASALAH KERUSAKAN FUNGSI KAWASAN LINDUNG:

| Menimbang Nilai Ekonomi Hutan dalam Keputusan Pemerintah Dacrah!

Dr. Haradt Kartodihardjo
Staf Pengajar pada Fakultas Kehutanan dan Program Pascasarjana, IPB

PENDAHULUAN

Sumberdaya alam dan daya dukung lingkungan di Indonesia terus mengalami
kerusakan. Kerusakan tersebut telah memberikan  dampak  negaut dengan
tingkat skala vang berbeda-beda menurut wilavah. Pertambangan di hutan
lindung bukanlah satu-satunya kasus bagaimana pilihan ckonomi jangka pendek
mendominast pilihan keberlanjutan ckonomr jangka  panjang, vang petlu
menjadt perhatian publik. Kita dapat melihat kejadian serupa dalam bentuk
o lainnya  sepert, pembukaan  lahan sejuta Ha unwuk  penvediaan pangan,
pembangunan akses jalan di dalam kawasan lindung, konversi kawasan lindung,

menjadi peruntukan lain, pembertan yjin cksploitast hutan di dalam kawasan
konservasi, maupun fungsi hutan vang scharusnya menjadi hutan lindung tetapi
taktanva difungsikan  scbagair hutan  produkst. Scluruh contoh-contoh 1
menggambarkan  bagaimana proses — proses pengambilan keputusan yang
selama ini dilakukan, baik olch pemerintah/dacrah maupun DPR/D, senantiasa
hanya memperhatukan kepentingan ckonomi jangka pendek.

Argumentast vang menunjukkan pentingnya pelestarian kawasan lindung, juga
sudah banvak diatarakan. Bahkan argumentast iu bukan hanva berlandaskan
teort dan konsep semata, melainkan telah terjad di lapangan. Dalam ima tabun
terakhir, kejadian banjir dan longsor di Indonesia sudah menjadi rutin stfatmyva,
Daya dukung lingkungan telah jauh menurun, terbukt di berbagai dacrah vang
semula menjadi sumber pangan, perikanan, dan sumber-sumber komoditas lam

e vang berasal dart sumberdayva alam, ki udak lagr demikian. Demikian pula
berbagal bentuk habitat tflora dan fauna vang menjadi cirt khas wilavah tropis,
kini telah menurun, dan bahkan di beberapa tempat, telah musnah.

Kawasan lindung sclalu menghasilkan mantaat lingkungan bagi masyarakat,
batk langsung maupun udak langsung, batk diminta atau udak. Distribusi
manfaat kawasan lindung bagi lingkungan hidup tidak memerlukan campur
tangan manusia, schingga terhindarkan dari kebijakan vang tidak adil. Manfaat
kawasan lindung bagr lingkungan udak pernah ada vang dapat mengpanukan

ungsinva. Ia bahkan udak bisa dinilar denean vuang. [a harus ada sepert adanva,
fungsinva. Ia bahkan udak bisa dinilai deng o lal d 1 adan
jika tatanan peradaban manusia masih dikehendaki etap ada.
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Lalu, ketika realitas menunjukkan sepertt vang telah berjalan selama mi, bahwa
hampir scluruh kawasan yvang fungsinva scbagal kawasan lindung telah rusak,
dikonverst, atau diubah tungsinva; apakah masih diperlukan argumentast untuk
mencegahnya?

NILAI EKONOMI SUMBERDAYA HUTAN

Nilai ckonomi hutan dapat diartkan sebagar karaktenstik atau kualitas barang
dan jasa dart hutan yang menvebabkan barang dan jasa tersebut  dapat
dipertukarkan dengan sesuatu vang lain, schingga sesuatu vang lain tersebut
menentukan manfaat atau daya gunanva. Misalnva sescorang ingin menilal
seberapa besar mantaat wisata hutan, maka salah satu cara vang bisa tempuhnya
adalah  menjumlahkan korbanan vang dikcluarkan  oleh  sescorang  untuk
melakukan perjalanan dan membelt karcts masuk ke suaw dacrah wisata huan.
Scluruh biava vang dikeluarkan adalah nilar wisata hutan tersebut. Denukian
pula jika sescorang ingin menentukan  seberapa besar jasa hutan untuk
mengendalikan banjir, maka ia - dengan cara vang lain - dapat menilamnya
setara dengan Desaran sceluruh  atau sebaglan dart kerugian ckonomi dan
finansial akibat terjadinya banjir, dengan meletakkan terlebih dahulu alasan-
alasan ckologis bahwa banjir tersebut, seluruh atau sebagian  diantaranva,
disebabkan oleh rusaknya fungs: hutan. Jumlah korbanan terjadinva banjir
ttulah nilar jasa hutan dalam pengendalian banjir.

Nilai ckonomi total dart hutan berupa nilat guna langsung (direct ise ralue) seperti
kavu, pangan bagi masvarakat sctempat, nilai guna udak langsung (indirect use
ralwe) seperti wisata, habitat flora dan fauna, pencegahan crosi, penverapan
CO2, pengendalian banjir, serta sebagat prasarana transportast air. Disamping
itu terdapat pula nilai bukan gana (nos-use ralie) sepert nilat pilihan atau harapan
penggunaan di masa vang akan datang (optron ralve), dan mlar keberadaan
(exzstance ralie) misalnva jasa perlindungannya erhadap keanckaragaman havau
dan plasma nutfah, serta nilai sosial budava.

Penelitian Fakultas Kehutanan, 1PB (1999)

Fakultas Kehutanan IPB (1999) telah melakukan penclitian terhadap nilai jasa
lingkungan hutan, di fambi dan di Kalimanan T'engah. Hasil pencelitian tersebut
menunjukkan bahwa nilai guna langsung hutan alam kurang dari 5%, sedangkan
nilat guna tudak langsung dan nilai bukan guna sckitar 95% (Tabel 1.).

Dart Tabel 1. di atas - dengan tanpa memperhitungkan nilar bukan guna -
menunjukkan bahwa sctiap kerusakan hutan seluas 1 Ha, akan kebilangan
manfaat langsung, scbesar Rp 2.2 juta/th (angka terbesar) dan dalam waktu vang,
sama akan kchilangan mantaat udak langsung scbesar Rp 11,2 juta/th (angka
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terkectl). Sedangkan apabila digunakan dasar perhitungan maksimal akan
kehilangan manfaat langsung Rp. 485.000, /th (angka terkectl), dan dalam
waktu vang sama akan kchilangan mantaat udak langsung schesar Rp 102
juta/th (angka terbesar). Tt berart bahwa perbandingan mantaat langsung dan

udak langsung dart keberadaan hutan mimimal 5 kali dan maksimal 200 kali.

Tabel 1. Nilai Total Ekonomi Flutan

EKOSISTEM KERING EKOSISTEM BASAH
LOKASI/JENIS MANFAAT Nilai/Ha/Th | PERSEN | Nilai/Ha/Th | PERSEN
(Rp) (Rp)

JAMBI

1. Nilai Guna (use value)

a. Nilai Guna Langsung 485.014 0.24 524,645 0.35

b. Nilai Guna Tak Langsung 31.578.779 15.83 [01,875.565 67.77
2. Nilai Bukan Guna (non-use value)

a. Nilai Pilihan (option value) 1.723 0.00 1.041 0.00

b. Nilai Keberadaan (existance value) 167.385.132 83.92 47.933.039 31.88
NILAITOTALSDH | 199450608 | doo | 150334290 | 100
KALIMANTAN TENGAH

1. Nilai Guna (use value)

a. Nilai Guna Langsung 2214.014 4.51 1.180.423 1.48

b. Nilai Guna Tak Langsung [1.211.083 22.82 40.708.556 51.03
2. Nilai Bukan Guna (non-use value)

a. Nilai Pilihan (option value) 1.631 0.00 1,081 0.00

b. Nilai Keberadaan (existance value) 35.703.679 72.67 37.880.007 47.49
NILAL TOTAL SDH 4913040 100 9770667 100

Sumber : Fakultas Kehutanan 'IVP‘BE(—I()-‘)Q).

Simangunsong (2003) telah menghitung kembali total ekonomi hutan dan
menghasilkan angka rata-rata - dengan harga USS tahun 2000 — sebesar UISS
1,406.86 per ha per tahun, Dart nilai sebesar 1tu nilar guna hutan sccara
langsung sebesar USS 100.20 (7%), sedangkan nilar guna tudak langsung, sebesar

USS 1,306.66 per ha per tahun (93%).
Penelitian Pemnda Jawa Barat, 2002

Demikian pula Pemda Jawa Baratr (2002) telah melakukan  studi untuk
menghitung nilar ckonomi hutan di Taman Nasional Gunung Flalmun (sekitar
Pl Unocal), Hutan Lindung Pongkor (sckitar PT° ANTAM), dan Cagar Alam
Papandayan dan Hutan Lindung Darajat (sckitar PI° Amoscas), berdasarkan
willingness to pay masvarakat setempat. Nilat manfaat ckonomi lokal diperoleh

antara Rp 4 juta ~ Rp 29 juta/Ha/'Th (Lihat Tabel 2).

Kerusakan hutan dengan demikian udak hanva berpengaruh terhadap hilangnya
peluang usaha vang hanva berlandaskan pada kavu sebagai hasilnva, demikian
pula keputusan konverst hutan ttdak hanva mempertimbangkan hasil usaha
vang dapat dilakukan setelahnva. Karena jasa lainnva dan hutan, vang sangat
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penting bagt pelestarian ckosistem dan Imgkungan hidup, untuk kepentingan
kesejahteraan masvarakat di lokasi tertentu sampar global, jauh lebih tingpi.

Tabel 2. Nilat I'konomi T.okal Hutan Berdasarkan Pendekatan Konsumen

| “ Taman Nasional Hutan Lindung Hutan Lindung
MANFAAT i Gn. Halimun Gn. Pongkor Darajat
Rp/tla/Th Yo Yo Rp/Ha/Th | %
1. AIR 3.432.698.500 24 4268317500 | 18| 12374449150 18 |
Air Keperluan rumah tangga 1.592.755.300 | 3.851.408.500 [.263.043.150
Air keperluan pertanian | 1.839.943200 | 416.909.000 | | 11.111.406.000
2. SUMBERDAYA HAYATI | 10.855.253.010 751 19.862.951.820 | 82| 55.275.743.370 | 80
Flora 4.419.325.930 18.381.947.690 | 18.591.582.600
Fauna 5.708.771.840 1.257.155.960 | 3.587.412.070
Nilai keberadaan | 727055040 | 23.848.170 | | 33.096.748.700
3. WISATA 7 42.966.250 | - - 701.284.600 2
4. TOTAL MANFAAT 14.330.917.760 | 100 | 24.131.269.320 | 100 | 68.351.477.120 | 100
5. LUAS HUTAN DIL.M $3.650 5.850 S 23000
WILAYAIL STUDI (11a)
c 6. NILALMANEFAAT [ [ - |
| (Rp/l1a/Thy 3926281 ] 4.125.001 29.718.001 ‘

Sumber: Dinas Keltanan Prbbiﬁéi Jawa Barat 2002y S
Scluruh  fungsi hutan, baitk butan produksi, lindung, konservast memiliks
bermacam-macam nilar di atas. Ndapun perbedaan komposist dan besaran nilai
sangat tergantung dari tujuan pengelolaan, bentuk manajemen hutan, kondis
biofisik hutan, serta pengaruhnya terhadap kebutuhan masvarakat.

Analisis Ekonomi Lingkungan Greenomics Indonesia, 2004

Prakuk tambang terbuka di hutan lindung—~--_\'2111g dimungkinkan melalut Perpu
No. 1 Tahun 2004- -merupakan proses divestast modal ekologt terhadap

keberlanjutan  pembangunan di 25 kabupaten/kota. Prakuk terscbut akan
mengancam lebih dart 7 juta penduduk—-di mana sckitar 30 persen masih
hidup di bawah garis kemiskinan—yang sclama int menggantungkan hidupnya

@ terhadap peranan ckologis dan hutan lindung, di wilavah kabupaten/kota
tempat mercka unggal vang tersebar di 10 propinst. Pada ahap i, lebihe dar
925.000 hektar hutan lindung akan ‘didivestast” oleh 13 perusahaan tambang
sccara tetbuka (open pit minimg method) —vang tentu saja akan merusak modal
ckologi vang dimiliki hutan lindung-huran lindung tersebut.

Bukan keal nilat ckonomi modal ckologt dart hutan lindung vang  rusak,
walaupun luasannya masih di bawah 1 juta hekear. Tidak kurang dart Rp 46,4
triliun per tahun nilar ekonomi modal ekologi vang didivestast melalut sebuah
Perpu tersebut. Padahal nilai Produk Domestk Regional Bruto (PDRB) dart 25
kabupaten/kota tersebut rata-rata sekitar Rp 42 wiliun per tahun. Nilar divestasi
sebesar Rp 46,4 twliun tersebut masih parsial, vang terdirt dart nilai jasa




ckosistem hutan, keanckaragaman havau, biava lingkungan di scktor hulu, dan
pemantaatan hutan lindung tersebut secara berkelanjutan oleh  masvarakat
sckitar. Belum lagr nilai kavu sebagar ‘perckat’ kekompakan ckosistem hutan
lindung vang harus disingkirkan melalut prakuk tambang terbuka, vang bernilai
tak kurang dart Rp 275 trilion.

Prakuk ambang  terbuka  di hutan  hindung juga  sccara  Dbertahap  akan
menurunkan nilar PDRB. Sckitar Rp 23,1 wiliun per tahun nilar PDRB di 25
kabupaten/kota akan menyusut, scudaknya ketka modal ckologt terdivestasi
pada ungkat vang signifikan sclama 14 tahun ke depan. Nilai Pendapatan Ash
Daerah (PAD) 25 kabupaten/kota—vang hanva sekitar Rp 93 milvar pada
tahun 2003——juga akan turut ‘terdivestast” karena prakuk tambang terbuka di

hutan lindung akan menciptakan perckonomian lokal serba mahal

sebagal
konsckuenst logis dari divestast peranan ckologis hutan indung vang dimainkan
oleh Daerah Aliran Sungai (IDAS) terhadap berbagail kegiatan perckonomian
masvarakat, seperti pertanian, perikanan, industri, dan lain sebagainva.

Jika nilai-nilai ckonomi divestast modal ckologr tersebut diakumulasikan dengan
nilal penurunan PDRB dan PAD di 25 kabupnlcn/k()m tersebut, tdak kurang
dart Rp 70 tnliun per ahun, Indonesia akan kehilangan nilai modal ckologi
vang  sclama  mi sangat berperan dalam mempertahankan  keberlanjutan
pertumbuhan ckonomi dan kinerja fiskal di scluruh wilayah kabupaten/kota
vang memiliki luas total hampir 28 juta hekar., Nilar tersebut setara hampir 70
kali lipat dart nilaj penerimaan scktor tambang terhadap Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) 2003, vang bernilan Rp 1,07 trilan. Ntau, lebih
besar Rp 25 wiliun dart nilai total sumbangan scktor pertambangan terhadap
Produk Domesuk Bruto (PIDB) 2002 sckitar Rp 45 triliun,

Perkiraan-perkiraan di atas bukan tak berdasar. Setudaknya ada dua bukn nvaa
vang dapat ditelusuri. Pertama, pertumbuhan ckonomt Indonesia antara 1971-
1984 mencapai angka fantastis 7,1 persen per tahun. Namun, sctelah dikurang;
biava lingkungan, ternvata pertumbuhan bersthnva hanva 4 persen per tahun.
Artinya, akumulasi produkst terkurangt sekitar 56 persen per tahun dalam
pembentukan PDB selama 14 tahun tersebut. Flasil pencliian Bor/d Resonrces
Institure (\WRI) tersebut menempatkan tambang, hutan, dan tanah scbhagai faktor
utama penvebab menvusutnva nilai pertumbuhan ekonomi tersebut. Keda,
fakia vang memperlihatkan bahwa Pemermtah harus merogoh APBN sebesar
Rp 10 trilun untuk menangant bencana banjir dan tanah longsor vang rerjads
hanva dalam waktu 4 bulan saja di tahun 2003 lalu. Jika prakok tambang
terbuka udak menimbulkan proses divestast modal ckologt vang sangat tinggi
bagi perckonomian nasional, tentu UL No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
udak akan melarang prakuk tambang terbuka di hutan lindung.
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Dalam praktcknya, penilatan-penilaian tersebut sangat tergantung sistem nilas
atau va/ue masvarakat dan para pengambil keputusan. Kettka masvarakat dan
para pengambil keputusan mengabatkan keberadaan nilai guna udak langsung,
nilar pilthan dan nilar keberadaan hutan, maka mantaat hutan dihargai rendah
(under rvalne), vang menyebabkan mudahnva pengambd  keputusan untuk
mengkonversi hutan menjadi peruntukan lamnyva. Pandangan anthoposentris
vang demikianlah vang berperan meredukst mantaat ckonomi hutan sccara
menyeluruh. Dart perdebatan pertambangan di hutan lindung vang muncul
dipermukaan, vang terjadi tudaklah sckedar adanva perbedaan pandangan dan
cara pengambil keputusan, melainkan menvangkut masalah ckonomti poliuk
vang lebih luas.

PERTIMBANGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Perumbangan  pengambidan  keputusan dalam hal mi dikaitkan  dengan
pertambangan  di hutan lindung  vang  sclama i menjadi polemik  dan
perdebatan batk dalam skala nasional maupun dacrah.

Tingkat Nasional

Untuk memperluas argumen

dalam pengambilan keputus GAMBAR 1. JUMLAH KEJADIAN BENCANA PER BULAN TAHUN 2003
<7 i
an, perlu kiranva memper- 8
hatikan kontcks lahirnyva UU 0
No 41/1999 tentang Nehu- | ®
tanan. Undang-Undang terse- | R
but lahir  dalam  kontcks | @ % w# Longsor
—#r—Kekeringan
scluruh bangsa sedang mem- | ®
pertahankan berfungsinya 2 |
hutan  sebagar  paru-paru 1 Sumber
X Kantor KLH, 2004
dunia, dan oleh  karenanya 0!

kebijakan — politik  nasional | ¢ s

haruslah mencari postsi tawar |
dengan menmgpkatkan tutap-an hatan (foress corer) vang kint laju kerusakannya
sudah sampat di angka 2.4 juta Fla/tahun. Sedangkan dalam konteks nasional
dengan banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau dan selalu
terus  berulang, serta semakin kritsnya kondist sumber-sumber air dan
bendungan sebagai sumber energl maupun air untuk pertanian, lihat Gambar 1
dan Gambar 2, udaklah tepat apabila kawasan lindung vang sudah rusak malah
dialih- tungsikan.
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Dengan memperhatkan niai hutan secara menyeluruh, pengambil keputusan
vang hanva memperumbangkan ukuran-ukuran ckonomi secara agregatpun bisa
keliru, Misalnva, dengan menggunakan angka-angka agregat dapat ditunjukkan
bahwa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) vang berasal dart sumber dava
alam pada tahun 2003 diperkirakan mencapai Rp. 49,5 triliun atau sekitar 73,9%0
dart towal PNBP. Sumbangan terscbut berasal dar pendapatan scktor-scktor
sepertt minvak dan gas bumi (94,1%6), pertambangan umum (2,8%0), kchutanan
(2:1%0) dan lam-lam (0,6%). (Nota Necuangan RAPBN 2003). \pakah Denar
angka demikian itu menunjukkan bahwa kontribust pertambangan umum lebih
besar dart kehutanany Sebenamya udak. Karena kontribusi kehutanan tersebut
hanyalah dari nila1 guna langsung yang hanva 5%o sampat 7%0 dani scluruh nilas
hutan. Sebagian besar manfaat hutan (93% -~ 95%0) vang jelas-jelas welah
mendukung  terwujudnya  kesejahteraan masvarakat udak  pernah
diperhitungkan.

Atas dasar hal-hal di atas, dalam pertemuannya di Bogor, pada tanggal 20-21
Apual 2004, I'orum  Pmmpinan  Lembaga  Pendidikan Timger  Kchutanan
Indonesia (FOReTTRK.) memperhaukan tentang sedang berlangsungnya proses
pengambilan keputusan oleh Pemerintah dan DPR terhadap Penambangan di
Hutan Lindung melalui Perpu No. 1 tahun 2004, Dengan mempertimbangkan -

1. Bahwa Perpu tersebut pada dasarnva udak mengubah ketentuan ketentuan
vang terdapat dalam UL No +41/1999 eniang Kehutanan.
Sampai saat int, belum tersedia intormast dart penclivan terpadu untuk
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pengambilan keputusan tentang Penambangan Terbuka di Kawasan FHutan
Lindung,.

3. Pendapatan Negara  Bukan  Pajak (APBN, 2003) dart  pendapatan
pertambangan wmum  sebesar 2,8%  diperoleh dan sceluruh sumberdava
tambang,  Dbelum  memperthitungkan  nilar - ckonomi  kerusakan — dan
pencemaran  lingkungan  vang  diakibatkannva.  Sedangkan  sumbangan
pendapatan finansial dan kehutanan sebesar 2,4% adalah hanva merupakan
5% dar total manfaat hutan. Schingga, dart hutan masih terdapat peranan
ckonomi (fotal economic valie) scbesar 95%0 lagn vang belum diperhuungkan.

4. Mengingat penungnva fungst kawasan hutan lindung scbagal penyangga
kehidupan, antara lain (1) mengatur tata air dan mencegah hanjr; (2)
mengendalikan crost; (3) mencegah mtrust air laut; dan () memelihara
kesuburan anah, maka terhadap hutan lindung vang telah rusak scharusnva
dirchabilitast untuk memperoleh nilar jasa lingkungan dari hutan (95%0),
bukan dialth tungsikan bagi peruntukan lam.

Berdasarkan perumbangan tersebut di atas, FORe TR menyvatakan:
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1. Sesuai ketentuan dalam UU No 41/1999, serta kondist sumberdava hutan
dan dava dukung hngkungan vang tclah rusak saat i, FORCTIKA
memandang bahwa pertambangan  terbuka di kawasan hutan  lindung
selavaknva udak dilakukan.
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Dalam scuap pengambilan keputusan vang berkaitan dengan alith fungsi
kawasan hutan terutama kawasan hutan lindung untuk pertambangan,
hendaknva Pemernitah menctapkan mstrumen pengambilan keputusan vang,
terbuka bapt publk mengimgat resiko  dampak  negatifnva. Mcekanisme
pengambilan keputusan juga harus dilakukan bersama Tim Ahlt (Scentsfec
Authority) Independen.

B

Penetapan dan upava mempertahankan kawasan hutan indung harus dilihat
sebagat wujud kesungguhan Pemerintah Indonesta dalam
mengaktualisastkan pembangunan berkelanjutan dan menvelamatkan hutan
scbagal penvangga kehidupan umat manusia. Oleh karena i1tu, negara-negara
di dunia dan organisast internasional harus memberikan dukungan terhadap
upava pencegahan pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung,

4. Mengajak kepada semua pihak, baik individu, kelompok maupun lembaga,
untuk bekerjasama mempertahankan keberadaan kawasan hutan terutama
kawasan hutan lindung di Indonesia.

Tingkat Daeral

Argumen lamnva dalam pengambilan keputusan berdasarkan intormast vang
memadat mengenal situast setempat. Pertimbangan st menvangkut kondist
sumberdava alam dan ckosistem setempat, sempit atau luasnva alternaut Pemda
untuk mendapatkan sumber-sumber ckonomi, dampak negaut pertambangan
bagi dava dukung lingkungan, serta distribust mantaat ckonomi pertambangan.

Peran pertambangan dalam PIDRB per tahun di Kabupaten Karimun periode
tahun 2000-2002 sckitar 20%, pertanian 18%0

13%0, perdagangan, hotel dan restoran 30%0, pengangkutan, keuangan dan jasa

, Industry, listrik dan bangunan
lainnya, 19% (Karimun Dalam  Angka, 2002). Dalam pandangan ckonomi
lingkungan, angka-angka di atas uodak menggambarkan peran scktor vang
scbenarva, karena fungsi kawasan lindung vang ada sama sckali udak

diperhitungkan.

Flabitat wilayah pulau sepertt Pulau Karimun udak saja terisolast dengan habitat
lain, tetapi juga memiliki ingkungan khusus dengan proporst species endemik
vang lebih tinger bila dibandingkan dengan pulau konunen. Karaktensuk
biofistk Pulau Kartmun vang menonjol, vattu: (1) tangkapan air vang terbatas
dan sumberdava/cadangan air tawar vang sangat rendah dan werbaras; (2) peka
dan rentan erhadap berbagat ickanan dan pengaruh cksternal batk  alami
maupun akibat kegiatan manusia, sepertt badar dan gelombang besar serta

9
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pencemaran, (3) mempunyai scjumliah besar jenis-jenis (organisme) endemik
dan keanckaragaman vang tipikal dan bernilar unggi (Ongkosongo, OSR, 1998).

Pulau Karimun dengan luas 27.500 Ha mempunyat hutan lindung schagai
kawasan lindung sckitar 10% dart luas pulau, vaitu seluas 2.818 Ha. Menurat
hasil survai 1.PM TIB (2002}, hutan lindung gunung Karimun sctidaknya
memiliki 8 fungsi, vaiu:
Menzpertahankan siiber air:
1. Scbagai dacrah resapan air;
Nilas keberadacan hutear lindmng:
2 Scbagai pelindung kota karimun dan desa di dalamaya dart terpaan angin;
3. Pelindung dari (ckanan/¢gelombang serta mencegah inteust ar laug,
4. Simbol budava masyarakat dengan adanva Gunung Betina dan fantan;
5. Lokast sarana dan prasarana pemermtah;
Nelar Wisata:
6. Kawasan wisata alam;
Nilas konservasi keanekaragaman hayati:
7. Tempat keanckaragaman hayau;
Pendapatan masyarakat:
8. Sumber pendapatan masyarakat baik fangsung maupun tdak langsung;

Dengan merujuk beberapa referensi tentang nilai hutan vang, telah ada,
penilaian fungsi hutan lindung Gunung Karimun disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Perhitungan Opportunity Cost Pertambangan di Hutan Lindung

G unung Karimun

MANFAAT __ Nilai (Rp/Ha/Th)
Minimum Maksimum
[ 1. AIR DAN NILA| GUNA TAI: LANGSUNG 729,627 5380.195
2. SUMBERDAYA HAYATI 3.610.275 9.643.041
-_— e — - | — ]
3. KEBERADAAN 47.076.7000 14 389.890
4. WISATA 304.906 304.906
5. PENDAPATAN MASYARAKAT - na na
6. NILAI TOTAL MANFAAT 8.720.808 29.718.032
LUAS HUTAN LINDUNG G. KARIMUN (Ha}) 2.818 2.818
NILAI TOTAL MANFAAT HUTAN LINDUNG 24.575.237.000 83.745.414.000
GUNUNG KARIMUN (Rp/th)
Luas PT. KG dan PT. MP di Hutan Lindung G.
Karimun (Ha)_ - ] o 976,86 976,86J
Opportunity Cost Pertambangan di Hutan
Lindung Gunung Karimun (Rp/th) 8.519.008.500 29.030.356.730

n.a. = tidak diketahui
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Sementara ttu diketahu bahwa pendapatan dacrah dar rovalu P Karmun
Granite diketahur masing-masing sebesar Rp 4,28 milvar di tahun 2000, Rp 5,57
milyar di tahun 2001, Rp 5,58 milvar di tahun 2002, Rp 4,14 milvar di tahun
2003. Nilai royvali vang dipcroleh Kabupaten Narimun per tahun tersebut
sckitar 50% dari nilar mmimmum  atau sckuar 20% darm nilar maksimum
kehilangan jasa-jasa lmgkungan vang dihasilkan  oleh  Gunung Karimun
seandainya tidak ditambang, itupun belum termasuk hasil pendapatan langsung
maupun tdak langsung vang diperoleh masvarakat dart hutan indung tersebut.

Tidak dikalkulasitkannva  nilar-nilar lingkungan, sosial dan budava, dan
keberadaan hutan hndung menjadikan pengambilan keputusan akan mengarah
pada keputusan jangka pendek. \runva, hasil keuntungan dan tinansial bagi
pengusaha dan masvarakat saat i diterima dengan mengorbankan kebutuhan
masvarakat luas di masa vang akan datang.

Selanjutnya juga penung diketahul, dan keuntungan jangka pendek tersebut,
stapa scbenarnva vang paling diuntungkan dan siapa vang paling dirugikan.
Analisis 1 udak sampai dapat menjawab pertanvaan i, tetapi secara umum
dapat disampaikan bahwa pertambangan di hutan lindung lebih  banvak
menguntungkan kepentingan perorangan daripada masvarakat luas, khususnya
vang unggal di Pulau Kanmun.

ANALISIS HUKUM OLEH ICEL, 2002

1. UU No.41/1999 tentang Kehutanan

Hutan Kawasan Suaka Alam | Kawasan Pelestarian
- + Lindung 1 | Alam
Pengertian Ada Ada ' Ada
. [|(Pasal1huf8) | (Pasalihuruf10) | (Pasal fhuruftl)
Fungsi Pokok Hutan lindung | Hutan konservasi (Pasal 7) | Hutan konservasi -
(Pasal 6 ayat 2) (Pasal 7)
Kegiatan yg Penelitian, iimu pengetahuan,
diperbolehkan - - pendidikan, menunjang budidaya,
pariwisata dan rekreasi alam.
(Pasal 24)
Kegiatan yg dilarang Pada kawasan Oi hutan cagar alam Di zonainti dan zona rimba pada
hutan findung (Pasal 24) taman nasicnal
dilarang (Pasal 24)
melakukan
penambangan
dengan pola
pertambangan
[ terbuka (Pasal 38
[ ayal 4)




2. PP No. 28/1985 tentang Perlindungan Hutan

Keterangan

Kegiatan yg diperbolehkan

Kegiatan yg dilarang

Hutan Lindung

1 Melakukan pemungutan hasil hutan dengan menggunakan alat-alat yang tidak sesuai
| dengan kondisi tanah dan Japangan atau melakukan perbuatan lain yang dapat

Kawasan Suaka
Alam

Kawasan Pelestarian |
Alam |
|

' menimbulkan kerusakan tanah dan tegakan (Pasal 7 ayat 3) I

3. PP No. 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

Keterangan

| Pengertian

ARﬂgng ling?up

| Kegialan yg dilarang

4.

o o el oo C

| Kawasan lindung

Hutan Lindung

' Ada
(Pasal 1 huruf 3)

(Pasal 3)

[ ayat 1)

Kawasan Suaka
Alam

Ada
(Pasal 1 huruf 10)
‘Kawasan indung
(Pasal 3)

|

| Melakukan kegiatan budidaya kecuali yang lidak mengganggu fungs! lindung (Pasal 37

|
|
|
|
|
1

Kawasan Pelestarian
Alam

(Pasal 1 huruf 13)

Kawasan lindung
{(Pasal 3)

PP No. 34/2002 tentang Tata Hutan & Penyusunan Rencana

Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan & Penggunaan Kawasan

Hutan
Keterangan
“Ruang lingkup

Jenis

Kegiatan yg diperbolehkan

Kegiatan yg dilarang

Hutanlindung

HutanLindung

(Pasal 5 ayat 2)

Segala bentuk usaha yang
menggunakan kawasan
dengan ‘idak mengurangi
fungsi utama kawasan
(Pasal 19 ayat 1)
menggunakan peralatan
mekanise dan alat berat
mengganggu fungsi

kawasan (Pasal 19 ayat 3)

Kawasan Suaka
Hutan konservasi (Pasal
6)

Cagar alam
suaka margasatwa
{Pasal 7 ayat 1)

‘Kawasan Pelestarian |
Alam

| Hutan konservasi
| (Pasal 6)

taman nastonal

taman hutan raya

faman wisata alam \
{Pasal 8 ayat 1) (

Pemanfaatan hutan dapat dilakukan pada semua
kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam, zona inti
dan zona rnmba pada taman nasional {Pasal 16)

|
|
|



Berdasarkan telaah hukum tersebut, dapat distmipulkan hal-hal sebagar berkut

l.

S8

Kegiatan pertambangan (dilakukan secara terbuka atau tertutup) dilarang,
dilakukan di - Kawasan  Suaka Aam, dikarenakan  sifamva vang
mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan;

Kegiatan  pertambangan  dilarang di Kawasan  Pelestanan \lam,
khususnva Taman Nastonal vang mengakibatkan perubahan terhadap
zona i Taman Nastonal, dan kegiatan vang udak sesuat dengan fungst
zona pemantaatan, Taman Hutan Rava dan Taman Wisata \lam;

Dalam Kawasan Suaka \lam, Kawasan Pelestarian Alam, dilarang
melakukan perbuatan lain (selain memungut hasil hutan) vang dapat
menimbulkan kerusakan tanah dan tegakan (PP No.28 tahun 1985
tentang  Perlindungan Hutan). Dengan perkataan lain, hampir udak
mungkin membolchkan penambangan sccara terbuka atau ertutup di
kawasan lindung. Namun demikian, Pasal 38 avat 4 UL No.41 ahun
1999 tentang, Kehutanan membuat rumusan vang lebih lunak/realistis
dengan hanva  pelaranpgan penambangan  di hutan lindung vang
menggunakan penambangan pola terbuka.

Pelarangan penambangan pola terbuka ds Flutan Lindung dilarang karena
mengakibatkan fungsi penting Hutan Lindung terganggu vaitu @ (1)
perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur ata air; (2)
mencegah banjir; (3) mengendalikan crost; (4) mencegah intrust awr laut;
dan (5) memelthara kesuburan tanah.

CATATAN AKHIR

Apabil

a kondist di lapangan dalam luna tahuan terakhir akan terus terjadi, maka

tanpa ada tambangpun, hutan indung dapat rusak oleh berbagar kegratan aegar,

Tetapi
rusalk
denga

iu udak berart balhiwa huwan hindung tebih baik diabh fungsikan dan
olech pertambangan vang /gal. Lalu apa bedanva kerja lembaga 2ga/
1 pelaku lega/ pka keduanva udak mampu mempertahankan  nilai

ckononn kawasan lindung bagi kepentingan publik dalam jangka panjang?

Dalam proses pengambilan keputusan scudaknva terdapat dua permasalahan,

schaga

1 berikat. Pertama,  sumplifikast  dalam pengambilan keputusan.

Pertambangan  terbuka  dan struktur pengusahaannva yang cksklusit tidak

difahami dalam kontcks pengembangan wilavah dengan kompleksitas masalah

sos1al,

—

nanyva

—

depan.

lingkungan dan ekonomi sccara komprehensif. Kescjahteraan masyarakat
dipatok dari terwujudnya investasi, serta membuang nilai fungsi hutan

indung, vang menjadt tumpuan dava dukung kehidupan saat mnr dan di masa



Rasionalitas  vang  kemudian - digunakan  adalah  rasionalitas yang  dapat
menjelaskan art pasal pasal dalam peraturan dan argumen ckonomi, schingpa
jalan vang duempuh adalalh mencart cara/sarana agar peraturan dan Undang;
Undang mendukung pengembangan  investasi. Kesemuanya 1t membuang,
jauh jauh  pemikiran  mwovant vang dapat mencart alternatt pemanfaatan
sumberdaya alam vang lebih baik. Peraturan-perundangan  dijadikan pusat
rasionalisast pengambilan keputusan, dengan meniadakan nilar dan pembelaan
terhadap kehidupan manusia vang lebith utuh. Sistem hukum elah melupakan
keadilannya. Sistem nilar dibuang dar wjuan-tujuan ckonomi dan legalias
hukum  menjadi pembenaran  dirt,  dan dalam banvak kasus  cara-cara
kekerasanpun ditempuh dan menjadi bagian darn rasionalitas yang digunakan.
Dan pandanganpun bergeser sangat jauh, bahwa kekerasan diangpap  baik,
karcna memang terbukti efektf untuk mencapat tujuan.

Kedua, aturan perwakilan vang udak berjalan. 11 sint masalahnya udak erletak
pada kerangka berfikir, melainkan lemahnya fungst lembaga-lembaga publik
vang scharusnya benar-benar dapat mewakil bukan hanya kemginan masyarakat
banyak (vang juga Dbisa keliru), melainkan juga kepastan berfungsimya dava
dukung sumberdava alam dalam jangka panjang.

Dalam hal i1, kepenungan masyarakat seringkal hanya dibaca dan kepentimgan
finansial, hubungan-hubungan sosial dipermiskin menjadi hubungan ckonomi,
pendapatan, dan untung-rugt. Klam septhak menjadi ajang keblasaan vang,
sudah dianggap benar, dan bentuk-bentuk keputusan kolektit dimusnahkan.
Sejauh mi tidak pernah ada hasil kajlan mendalam mengenai pertambangan di
hutan  lIindung  vang  diumumkan oleh  pemerintah melalu lembaga  vang
mempunyat otoritas scbagal lembaga ndependen, schingga tmbul penalaran
untuk memperoleh opst-opst vang lebih movauf. Masalah lain vang berkaitan
dengan  masalah  perwakilan  adalah keetlnva peluang digunakannya  tlmu,
pengetahuan, bahkan pengalaman, scbagar bahan pengambilan  keputusan.
Negosiast dan kepentingan politk jauh mendominast argumen pengambilan
keputusan daripada hastl hasil pemikiran para protesional.

Akhirnva, bukan intormasi dan pengetahuan saja vang dapat menjadi penerang
bagaimana keputusan  politk  pengelolaan sumberdava  alam ditetapkan,
melamkan keteguhan untuk memutuskan mana vang scharusnva vang dibela,
baik terhadap berfungsinya kawasan-kawasan  lindung maupun  terbukanya
kesempatan bagt terwujudnya kesejahteraan masvarakat luas, baik di hari ini
maupun di masa-masa yvang akan datang m



